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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

1.. Undang-Undang Republik .Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dar!
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Mengingat

a. 'bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu
unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka
"mewujudkan kepemerintahan yang baik;

b. bahwa pengawasan intern pemerintah di Pusat dan
Daerah perfu disusun dalam bentuk Program Kerja
Pengawasan Tahunan yang efektif, efisien, terarah, dan
terkoordinasi;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan yang efektit, efisien, terarah- dan
terkoordinasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Pusat dan Daerah diperlukan acuan yang sarna,
berupa Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2006;

d, bahwauntuk maksud tersebut pada huruf at b, dan c perfu
ditetapkan Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun
2006 dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.

Menimbang

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2006

TENTANG

MENTER! NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLJ~ INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PERl03/M.PAN/02/2006

. {
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KEDUA

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalarn
Lampiran Peraturan ini' merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini;

Peraturan ini merupakan acuan bagi seluruh API? dalam
menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program
Kerja Pengawasan Tahunan 2006 pada masing-masing

PERTAMA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA . TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN NASIONAL APARAT 'PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH TAHUN 2006

Menetapkan

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerlan Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

7. Peraturan Pemerintah NOi11or79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Uodang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuanqan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

........ .

"



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: ~TFebruari 2006

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Pengawasan ini
dapat diatur Jebih lanjut dalam Kebijakan Pengawasan
Tahunan masing-masing instansi Pemerintah;

KETIGA

!IinstansiPemerintah;

"1
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Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2004 yang mendorong penerapan sistem administrasi

Seiain itu 'dalarn bidang keuangan telah ditetapkan paket Undang­
Undang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17.

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen
Pernerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang

balk. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana

penqawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan

berbaqai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi,

dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu

kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP

Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan
masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang

mendukung penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan

peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung kepemerintahan yang baik
terutama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggara Negara y'ang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsl dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Latar belakang

I. Pendahuluan

KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL .
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

TAHUN 2006

Lampiran Peraturan Men.PAN
No. PERl03/M.PAN/02/2006
Tgi. 27 Februari 2006

, t
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Sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP dalam menyusun Prograrr]

Kerja Pengawasan Tahunan di Pusat dan Daerah sesuai dengan Iingkup

kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing. perlu dirumuskan dan
ditetapkan Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern
Pernerintah (Jakwasnas APIP). dengan memperhatikan program-program
Pernerintah terutama yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk segera mewujudkan

kepemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya
pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan

perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui
suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini

penqawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk

rnernberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan

pertanqqungjawaban melalui slstern akuntabilitas tersebut telah dapat

dilaksanakan seperti yang diharapkan. Untuk dapat melaksanakan peran

pengawasan secara optimal. setiap unit APIP sesuai dengan Iingkup

kewenangan serta t~gas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih

prioritas sasaran pengawasan. melaksanakan kegiatan penqawasan yanq .

tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan

yang telah ditetapkan. Prioritas sasaran pen_gawasan tersebut perlu
dirumuskan secara jelas dan terinci dalam program kerja pengawasan

tahunan.

keuangan negara yang berbasls kinerja serta lebih transparan dan akuntabel.
Sernentara itu, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan peranan daerah

diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
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Pemerintah Tahun 2006 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi

Aparat Pengawasan InternKebijakan Pengawasan Nasional

II. ARAH I(EBIJAKAN DAN PROGRAM

A. ARAH KEBIJAKAN NASIONALPENGAWASAN

Tujuan penyusunan Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2006

adalah:

1. Menetapkan- arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah dalam
Tahun 2006.

2. Meningkatkan efektivitas dan efislensi pengawasan intern pemerintah

melalui sinergi'pengawasan fungsional yang dilakukan oleh APIP.

3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan' Pengawasan Tahunan dan

Program Kerja Pengawasan Tahunan maslnq-maslnq APIP'

C. Tujuan

Misi pengawasan intern pemerintah adalah melaksanakan pengawasan

intern berdasarkan kode etik dan standar pengawasan yang diakui bersama

dalam rangka memberikan jaminan bagi'terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang efektit, efisien dan taat terhadap peraturan perundang­
undangan serta terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya
penyimpangan.

Visi pengawasan intern pemerintah adalah terwujudnya Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan mampu

mendorong penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

B. Vssi dan Misi Pengawasan

Menengah Nasional 2004-2009 dan masalah-masalah aktual yang muncul

pada tahun-tahun terakhir.

. ~.
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Pengeluaran negara yang dibiayai dari dana APBN, termasuk dana

Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dana APBN yang

dlatokaslkan untuk pelaksanaan tugas pembantuan dan
dekonsentrasi, serta dana APBD, harus dikelola dan dimanfaatkan

1) Pemeriksaan Kinerja Terhadap Penggunaan Dana APBN can
APBD

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah

ditetapkan diuraikan dalarn Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004 -,2009 dan masalah-masalah aktual yang muncul dalarn

tahun-tahun terakhir; maka Program Pengawasan Intern Pemerintah tahun

2006 disusun dalam bentuk kegiatan utama dan ke9iatan penunjang sebagai

berikut :
1. ~(egiatan Utama

a, Pernerlksaan

B. PROGRAM PENGAWASAN

1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

s~nergipengawasan internal, eksternal dan penqawasan masyarakat.

2. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasll pengawasan dan
pemeriksaan.

3. Pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku KKN sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

"pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong

agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana

yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan

pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efislen, efektif, dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam RPJM 2004-2009, arah

kebijakan pengawasan dlnyatakan dengan :

'I
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2) Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Pelayanan Publik

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan adalah efektivitas pelayanan instansi pemerintah

dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat melalui

pelayanan publik yang prima, termasuk di dalamnya pelayanan -,

dalam bidang perijinan.

Seluruh jajaran APIP sesuai dengan lingkup kewenangan masing­
masing. perlu meningkatkan intensitas pengawasan atas pelayanan

publik sebagaimana ·disebutkan dalam Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. SEl15/M.PAN/9/2005 tentang

Peningkatan Intensitas Pengawasan Dalam Upaya Perbaikan

PeJayanan Publik untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan

publik termasuk perijinan yang diberikan oleh instansi pemerintah
kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan dan standar
pelayanan publik yang baku. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan

atas proses penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pemeriksaan
kinerja unit pelayanan publik, diharapkan APIP dapat membantu

"

dengan sebalk-baiknya oleh instansi pemerintah pusat dan daarah.
Dalam rangka menjalankan peran utamanya sebagai quality

assurance, setiap unit APIP sesuai dengan lingkup kewenangan
masing-masing, perlu melakukan pemeriksaan untuk memberikan

penilaian atas kinerja penggunaan dana-dana tersebut, termasuk

anggaran untuk TNI dan POlRL Ruang lingkup pemeriksaan kinerja

berupa pemeriksaan efektivitas, efisiensi dan ekonomi (kehematan)

penggunaan anggaran serta ketaatan peiaksanaan kegiatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kinerja

penggunaan ,dana APBN dan APBD bertujuan menilai kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai

APBN dan APBD, serta memberikan rekomendasi daJam rangka
membantu manajemen/pimpinan instansi pemerintah meningkatkan

kinerja.

·....



perlu dilakukan penilaian tentang efektivitas penerapan prinsip­

prinsip dan standar pelayanan. publik yang ditetapkan dalam

Kep.MenPAN No. 63/KEP/M.PAN1712003tentang Pedoman Umum
Pelayanan Publik. Melalui pemeriksaan klneria, APIP dapat
memberikan penllaian-penilaian dan rekomendasi untuk mendorong
peningkatan kinerja peJayananpublik.

"
Dalam ranqka pelaksanaan pemeriksaan kinerja pelayanan publik,. .

mencapai 2,2 pada tahun 2005. Sebagaimana diketahui, IPK adalah

nilai dengan interval 1 - 10 yang menggambarkan persepsi
masyarakat bisnis internasional terhadap tingkat korupsi pada suatu

negara, di mana komponen penilaian utama adalah tentang tingkat

. kemudahan dan kelancaran perijinan untuk melakukan usaha bisnis

pada suatu negara. Nilai IPK yang tinggi mencerminkan tertib dan
lancarnya perijinan untuk usaha bisnis sebagai bagian dari

pelayanan publik dalam suatu negara.

Nilai IPK Indonesia meningkat dari 1,9 pada tahun 2000 menjadi 2,2

pada tahun 2005. Walaupun terjadi peningkatan nilai IPK, namun

dapat dilihat bahwa peningkatan tersebut sangat lambat, yaitu rata­

rata 0,06 per tahun. Upaya percepatan pemberantasan korupsi di

bidang periiinan diharapkan dapat mempercepat peningkatan nilai

iPK menjadi 5,0 pada tahun 2010, atau rata-rata 0,6 per tahun. Nilai .

IPK yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan laju investasi

(penanaman modal) asing maupun dalam negeri. sehingga

rnempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

plrnpinan instansi pemerintah meningkatkan kua!itas dan efektivitas
pelayanan publik.

Peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik diharapkan

dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia,

yang berdasarkan penilaian Transparency International, hanya
I

,.....
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negara donor, Pemeriksaan terhadap PHLN mencakup pemeriksaan .

umum (general audit) untuk memberikan opini atau pernyataan
pendapat akuntan terhadap kewajaran laporan keuangan proyek­
proyek yang dibiayai dari sumber dana PHLN. Hal ini dimaksudkan

agar dana PHLN tersebut dlrnantaatkan secara optimal, terarah,
dengan tingkat kebocoran yang minimal dan penggunaannya

Pemeriksaan terhadap dana hutang dan hibah luar negeri mencakup

nilai hutang keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Loan

Agreem~nt, dilakukan oleh API? yang ditunjuk oleh institusi atau
e-

4) Pemeriksaan Keuangan atas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
(PHLN).

Upaya pemerintah ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh

Jajaran APIP melalui pelaksanaan pengawasan yang meliputi

pemeriksaan kinerja atas kegiatan optimalisasi penerimaan negara

baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam rangka

intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak, APIP,

khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan perlu

melakukan pemeriksaan kinerja penerimaan pajak. Khusus
mengenai PNBP, jika dipandang perlu Departemen Keuangan dapat

meminta bantuan BPKP. Khusus untuk melakukan pemeriksaan

PNBP sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 22 Tahun
2005 tentang Pemeriksaan PNBP.

Untuk mengurangi ketergantungan Pemerir.tah terhadap pinjaman

luar negeri dalam rangka penyediaan sumber dana pembiayaan

pembangunan, Pemerintah berupaya keras melakukan optimalisasi

peningkatan penerimaan negara, baik penerimaan Pemerintah Pusat

maupun Pendapatan Asli Daerah baik penerimaan pajak maupun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3) Pemeriksaan Kinerja atas Optlmalisasl Penerimaan Negara dan

Daerah.
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.
Selain dari hasil penqernbanqan pemeriksaan reguler, pemeriksaan

investigatif juga dilaksanakan berdasarkan pengembangan atas

temuan hasil pemeriksaan yang belum ada atau belum tuntas tindak
lanjutnya, pengaduan masyarakat baik rnelalul Kotak Pas 5000

penggelapan, penipuan dan pemalsuan) serta penyelesaian
hambatan kelancaran pembangunan dan pelayanan masyarakat... .
Apabila ditemukan indikasi yang kuat adanya unsur-unsur tindak
pidana korupsi, perdata dan kejahatan keuangan lainnya, maka

pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif.

Dalam melaksanakan setiap tugas pemeriksaan terutama

pemeriksaan terhadap obyek Perneriksaan atau kegiatan yang rawan

terhadap kebocoran dan adanya hambatan kelancaran

pembangunan serta pelayanan masyarakat, setiap API? wajib.

mengembangkan dan rnelaksanakan prosedur pemeriksaan yang

diarahkan untuk mengungkapkan adanya unsur-unsur tlndak pidana
korupsi, perdata, dan kejahatan keuangan lainnya (antara lain

:- .,

Salah satu isu aktual yang sangat penting untuk direspan oleh API?

adalah Instruksi Presiden kepada pimpinan instansi pemerintah di

Pusat dan Daerah yang berisi tentang percepatan pemberantasan

korupsi' sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 5 Tahun 2004.

Dalam Oiktum ke 10 lnpres No. 5 tahun 2004, Pimpinan Instansi

Pemerintah diinstruksikan untuk meningkatkan upaya pengawasan

dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di

Iingkungannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh API?
adalah rnelakukan pemeriksaan investigatif apabila ada dugaan

kasus KKN di lingkungan Aparatur Negara.

5) PemeriksaanInvestigatif

dilakukan menurut skala prioritas sesuai kebijakan pembangunan

yang telah digariskan.

. ;
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7) Pemeriksaan bersifat khas

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, setiap unit API? dapat
mempunyai tugas dan fungsi yang bersifat khas yang tidak dimiliki

Dalam pengambifan keputusan, pimpirian lembaga/lnstansi
pemerintah dapat memberikan perhatian khusus pada masalah­

masalah tertentu yang menjadi bidang tugasnya. Masing-masing unit

APIP harus tanggap dan harus dapat menyajikan informasi hasil
pengawasan atas permasalahan yang menjadi perhatian pimpinan

lembaga/instansi dimaksud.

6) Pemeriksaan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian

Pimpinan Lembaga/lnstansi Pemerintah

,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia,

Untuk lebih mendalami dan mengungkap adanya unsur-unsur tindak

pidana korupsi maka alokasi dana untuk- pemeriksaan investigatif
dalam tahun 2006 perlu disediakan secara memadaL Bahkan bila

dipandang perlu, di dalam organisasi Inspektorat Jenderal
Departemen dapat dibentuk inspektorat yang secara khusus

melakukan pemeriksaan investigatif di luar inspektorat yang ada,

tanpa mengurangi struktur organisasi yang telah ada, Hal ini

dimungkinkan, dengan terbitnya Perpres Nomor 62 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang

maupun yang langsung ditujukan kepada APIP yang bersangkutan,

perrnmtaan dari instansi yang berwenang dan isu aktual yang

berkernbang di rnasyarakat, Perlu dilakukan peningkatan dan

pengembangan kerja sarna dengan instansi lain mencakup

kejaksaan, kepolisian, dan pihak lain yang terkait, serta peningkatan

kerja sarna dalam lingkup APIP baik di pusat ataupun daerah

terutama dengan Bawasda PropinsilKabupaten/Kota serta lembaga­
iembaga pengawasan masyarakat.
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oleh APIP lainnya seperti pemeriksaan akhir masa jabatan KepaJa

Daerah. Unit APIP bersangkutan perlu memperhatikan dan

melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat khas dimaksud,

antara lain rnelalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu di luar

pemeriksaan investigatif.

....

'b, Monitoring

Kegiatan pengawasan lainnya yang penting adalah monitoring atau

pemantauan. Monitoring oleh APIP dilakukan secara terus-menerus

terhadap seluruh tahao pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah

sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan

penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pernerlntah,

agar tetap berjalan sesual dengan kebjjakan, rencana, prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat segera

memberikan saran/rekomendasi kepada pimpinan instansi

pemerintah/unit kerja yang bertanggungjawab, jika hasil monitoring

menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi untuk

menjamin agar tujuan/sasaran program/kegiatan dapat dicapai secara

efektif dan efisien. Saran/rekomendasi tersebut antara lain dapat berupa­

perbaikan dalam penerapan slstem pengendalian intern, misalnya

penyempurnaan kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, prosedur,

dan sistem pelaporan,

Selain itu, untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal dan

memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan, setiap

APIP wajib untuk memantau tindak lanjut dari rekomendasi hasil

pengawasan intern, ekstern dan' pengawasan masyarakat dan

mendorong pimpinan lnstansi untuk memperhatikan dan melaksanakan

tindak lanjut tersebut. Pemantauan tindak lanjut ini perlu dilakukan untuk

memastikan bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan tindak

lanjut sebaqaimana mestinya. ApabiJa dari pemantauan tindak lanjut

hasil pengawasan tersebut ditemukan adanya rekomendasi ya'ng tidak



-
Dana dekonsentrasi dan pembantuan merupakan bagian anggaran
dari Kementerian Negara. Gubernur wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada Menteri yang bersangkutan,

sebagaimana disebutkan dalarn Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentanq Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Menteri menyusun laporan

kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian

2) Evaluasi Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan

c. Kegiatan Ev~luasi

1) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selama ini dikenal

dengari istilah -penqawasan melekat (Waskat) merupakan lapisan

pengawasan terdepan yang menjadi benteng pertahanan terhadap
setiap upaya penyimpangan dan hambatan dalarn mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. APIP mempunyai kewajiban untuk melakukan

evaluasi secara berkala terhadap efektivitas atau keandalan Sistem

Pengendalian Intern Instansi Pemerintah. Evaluasi secara berkala

merupakan suatu sistem pengendalian intern pada tingkat kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan atas kegiatan

tertentu. Evaluasi efektlvitas Sistem Pengendalian Intern Instansi

Pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan metodoloqi.

evaluasi yang ditetapkan dalam KepmenPAN No.

46/Kep/M.PAN/04/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan

Melekat.

dllaksanakan, maka pimpinan instansi pemerintah dapat mengenakan

sanksi kepada pimpinan unit kerja atau personil yang
bertanggungjawab. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan sebagaimana disebutkan dalam SE Men.PAN No.

SE/02/M.PAN/01/2005 Tanggal 7 Januari 2005.

..
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e: Sosialisasi dan Asistensi Kepadalnstansl Pusat dan Daerah.
Dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2003, khususnya PP No. 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan berlakunya- Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah, maka format Laporan Keuangan Negarp

sudah dibakukan. APIP, khususnya BPKP perlu melaksanakan

soslallsasi, penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (bimbingan teknis)

d. Reviu

Reviu merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan. berupa

penilaian terhadap hasil kegiatan suatu instansi pemerintah. Salah satu

bentuk reviu yang dilakukan oleh APIP adalah reviu terhadap laporan

keuangan berdasarkan SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-27/Pb12004

tanggai. 27 Oktober 2004..APIP Pusat wajib melakukan reviu Laporan

Keuangan Departernen/Kementerian/LPND~ yang akan disampaikan .

kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian

pertanggungjawaban' keuangan pemerintah. Tujuan reviu tersebut

terutama adalah untuk menilai laporan keuangan dari sudut

penyajiannya ..Hal yang sarna dapat dilakukan juga oleh APIP Daerah.

3) Evaluasi Aspek tertentu Penyelenggaraan Program Instansi

Pemerintah.

Selain rnelakukan pemeriksaan, APIP perlu juga melakukan evaluasi

atas aspek tertentu penyelenggaraan program instansi pemerintah.

Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi

evaluasi: yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan

memanfaatkan data hasil pemeriksaan yang ada.

laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. APIP

Kementerian Neqara/Oepartemen yang bersangkutan wajib

melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan

oleh Gubernur kepada Menteri.

12.
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Selain itu perlu pula dilakukan b~rbagai forum seperti seminar, Pelatihan

di Kantor Sendirl (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang
berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan

peraturan perundanq-undanqan lainnya di bidang keuangan.

u

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, kapabilitas, dan profeslonalisme SDM Pengawasan, yang

dimiliki oleh setiap unit APIP perlu terus ditingkatkan rnelalul pendidikan

dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi JFA. diklat

penjenjangan struktural, diktat rnanejernen pengawasan, diklat teknis r·.
substansi (antara lain termasuk diklat LAKJP, diklat evaluasi kinerja,

diklat evaluasi kebijakan publik serta diklat penunjang lainnya). Diklat di

bidang keuangan sehubungan dengan terbitnya SAP dan SAKD

rnerupakan" diklat yang sangat penting bagi para auditor APIP untuk

rnendukung' pengawasan penerapan UU No. 17 Tahun 2003 dan
.'

b. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengawasan. setiap unit APIP perlu
mengembangkan dan meningkatkan kerjasarna yang sinergis antar

APIP, dengan Badan Pemeriksa Keuangan serta dengan aparat
penegak hukum yaitu Kepollslan, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utarna pengawasan perlu

didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas :

a. Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

2. Kegiatan Penunjang

untuk perumusan format serta substansi materi laporan keuangan

dimaksud. Dalam kaitan dengan penyusunan laporan keuangan ini,

perlu dilakukan sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis) Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan Pernerintah (PSAKP). serta sosialisasi dan

asistensi penyusunan SistemAkuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

, J
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f. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meJiputi :

pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan. penyusunan
kebijakan pengawasan. penyusunan PKPT, penyusunan daftar obyek

d. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang

terpadu, setiap APIP harus menyusun data-base pengawasan yang

terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Data-base pengawasan

tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan

tidak lanjut hasil pengawasan dan berbaqai data SDM pengawasan.

e. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Sesuai denqan surat keputusan ~enteri Negara Pendayagunaan.

Aparatur Negara Nomor: 19 TahuJi 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan BPKP dan instansi pemerintah

lainnya, dilakukan oleh BPKP yang dimaksudkan untuk

mempertahankan .standar kinerja dan meningkatkan mutu hasil

pengawasan. Untuk itu komunikasi dan kerja sarna antara BPKP dan

APIP lainnya perlu dibina dalam ranqka meningkatkan pemahaman

tentang JFA.

Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi dalam rangka

peningkatan kualitas dan efektivitas hasil keqiatan pengawasan perlu

dilakukan oleh setiap unit APIP, untuk peningkatan sistem, metode, dan

teknik pengawasan agar setiap unit APIP dapat memanfaatkan

sumberdaya pengawasan secara optimal.

c. Penelitian, pengembangan, dan studi di Bidang Pengawasan

memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing

professional education). Untuk itu setiap APIP perlu mengalokasikan

dana yang memadai untuk keQiatan pendidikan dan peJatihan

pengawasan.
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A. Rapat Koordinasi Pengawasan(Rakorwas)

untuk meningkatkan koordlnasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu

dilaksanakan Rapat Koordinasi Penqawasan (Rakorwas) guna di peroleh

kesarnaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan

slnerql pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang-tindih

pelaksanaan pemeriksaan.. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk

Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas

antar APIP Pusat, Rakorwas Regional, Rakorwas APIP Daerah. Tujuan

Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan.
Rakorwas diselemggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri.

B. Koordinasi Pelaporan

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui penqiriman laporan dari satu APIP

kepada APIP lainnya yang memerlukan. Sebagai contoh Inspektorat
Jenderal Departemen perlu menyampaikan tembusan laporan hasil
pemeriksaan dana dekonsentrasi kepada Bawasda Provinsi. Koordinasi

pelaporan juga dilakukan antara APIP denqan BPK-Rl dalam bentuk

Koordinasi pengawasan penyelenggaraan atas pemerintahan di tingkat Pusat

dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

berdasarkan Perpres No.9 tahun 2005, sedangkan koordinasi pengawasan atas

penyelenggaraan pernerintahan daerah dilaksanakan oleh Departemen Dalam

Negeri berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mewujudkan koordinasi

pengawasan intern .pemerintah pada tingkat nasional yang efektif, diperlukan

koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan

yang perlu dilaksanakan mencakup :

Ill. KOORJJINASI PENGAWASAN

pengawasan, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil

pengawasan, dan penyusunan. prosedur tata kerja pengawasan.

.,
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Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2006 merupakan upaya untuk

mensinergikan seiuruh keqlatan APIP di Pusat dan Daerah dalam rangka

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penQawasan intern Pemerintah. Untuk

itu diperlukan komunikasi dan kerja sarna antar APIP, sehingga program­

program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu

sarna lain. Diharapkan seluruh APIP dapat menjadikan Kebijakan Penqawasan

Nasional inl sebaqal acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan
. IJ ~, ~

Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP.

IV. PENUTUP

II

berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu
II II

sesuai dengal1 kebutuhan. Sasaran dan.jadwal pengawasan oleh APIP di
Pusat dan 'Daerah maslnq-masinq IIditetapkan oleh Menteri Negara

Pendayaqunaan Aparatur Negara da,fl Menteri Dalam Negeri dalam

Program KerjaPengawasan Tahunan di Pusatdan Daerah.
""

!~ (J

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat

dllakukan maksimal dua kali pemeriksaan oleh APIP yang berbeda, dengan

tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan

terdahulu pada obyek pemeriksaan y~:ng bersangkutan, dengan sasaran

clan tujuan pemeriksaan yang sarna atau berbeda. Ketentuan ini tidak

c. IFrekuensi Pemeriksaan oleh APIP

pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK-RI, sebagaimana

diwajibkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004.

::,..
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